Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Vol. 1, No. 4 Juli 2024, Hal. 317-321
DOI: https://doi.org/10.62017 /wanargi

Heboh! Pinjol Ilegal Guncang Industri Perbankan, Apa Dampaknya?

Alifia Putri Nurliani*1
Imelda Putri?
Siti Hamidah3
Vega Pirnanda#
Rian Gunawan’

12345Program Studi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi

*e-mail: alifiap544@gmail.com?

Abstrak

Dalam analisis yang mendalam mengenai penyebaran pinjaman online ilegal dan dampaknya terhadap
industri perbankan dan masyarakat, disorot bahwa praktik ilegal ini menimbulkan risiko finansial dan
keamanan yang signifikan bagi nasabah. Selain itu, citra industri keuangan terganggu dan stabilitas sistem
keuangan terancam akibat maraknya praktik ilegal tersebut. Metodologi penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner dan wawancara
mendalam, serta data sekunder dari laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah
terperangkap dalam siklus hutang yang tak berujung, dengan tingkat bunga yang melambung tinggi, serta
rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Upaya penertiban, pengawasan, penyusunan
regulasi yang ketat, dan edukasi keuangan menjadi strategi penting dalam menangani masalah ini secara
efektif. Kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat dianggap krusial dalam
membangun ekosistem fintech yang sehat dan dapat dipercaya guna mencegah dampak jangka panjang yang
merugikan bagi ekonomi digital di Indonesia.
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Abstract

In an in-depth analysis of the spread of illegal online lending and its impact on the banking industry and society,
it is highlighted that these illicit practices pose significant financial and security risks to consumers.
Additionally, the image of the financial industry is tarnished, and the stability of the financial system is
threatened due to the proliferation of these illegal practices. The research methodology employs both
qualitative and quantitative approaches, gathering primary data through questionnaires and in-depth
interviews, as well as secondary data from official reports. The findings indicate that consumers are trapped
in an endless cycle of debt with skyrocketing interest rates and are vulnerable to data theft and misuse. Efforts
in regulation, supervision, the establishment of stringent regulations, and financial education are seen as
crucial strategies in effectively addressing this issue. Collaboration between the government, regulators,
industry players, and the public is deemed essential in building a healthy and trustworthy fintech ecosystem to
prevent long-term detrimental effects on the digital economy in Indonesia.
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PENDAHULUAN

Penyebaran pinjaman online ilegal telah menjadi permasalahan kompleks yang
mengguncang industri perbankan dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Praktik
ilegal ini tidak hanya menimbulkan risiko finansial bagi para nasabah, tetapi juga mengancam
stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) per Februari 2023, terdapat sekitar 3.193 pengaduan masyarakat terkait pinjaman online
ilegal, dengan total nilai kerugian mencapai lebih dari 7,2 miliar rupiah. Selain itu, sekitar 1.057
situs pinjaman online ilegal telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada
tahun 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan upaya penertiban dan pengawasan untuk
menanggulangi penyebaran pinjol ilegal yang merugikan. Regulasi yang lebih ketat dan edukasi
keuangan menjadi strategi penting dalam menangani masalah ini. Kolaborasi antara pemerintah,
regulator, industri, dan masyarakat dianggap sebagai langkah krusial dalam membangun
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ekosistem fintech yang sehat dan dapat dipercaya guna mencegah dampak jangka panjang yang
merugikan bagi ekonomi digital di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Dalam konteks penyebaran pinjaman online ilegal yang mengguncang industri perbankan,
landasan teori yang relevan adalah perlunya regulasi yang ketat dalam industri fintech untuk
melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Prof. John Armour
menekankan pentingnya regulasi yang adaptif dan komprehensif dalam menghadapi tantangan
fintech (Armour, 2018).

Konsep pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal juga
menjadi landasan penting dalam menangani masalah ini. Dr. Douglas W. Arner menjelaskan
bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan pendekatan multi-level dan Kkerjasama
internasional (Arner et al., 2017).

Selain itu, edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat dianggap sebagai langkah
preventif yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko yang terkait dengan
pinjaman ilegal. Prof. Annamaria Lusardi menunjukkan bahwa literasi keuangan yang baik dapat
mengurangi risiko perilaku finansial yang berbahaya (Lusardi & Mitchell, 2014).

Dukungan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan
ekonomi digital juga menjadi landasan teori yang relevan dalam konteks ini. Prof. Ross P. Buckley
menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk
menciptakan ekosistem fintech yang sehat (Buckley & Arner, 2016).

Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dipandang sebagai kunci dalam
menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan berkelanjutan. Dr. Sarah Gordon menyoroti
dampak negatif pinjaman ilegal dan pentingnya regulasi yang efektif untuk melindungi konsumen
(Gordon, 2020).

METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk
menganalisis dampak penyebaran pinjaman online ilegal terhadap industri perbankan dan
masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada nasabah yang
terlibat dalam pinjaman online ilegal dan wawancara mendalam dengan beberapa nasabah dan
pelaku industri perbankan. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Analisis data dilakukan
dengan mengidentifikasi pola dan tren dalam praktik pinjaman ilegal serta dampaknya terhadap
nasabah dan industri perbankan. Pendekatan holistik yang mencakup regulasi, penegakan
hukum, edukasi keuangan, dan kolaborasi antarstakeholder digunakan untuk memahami dan
mengatasi dampak negatif dari penyebaran pinjaman online ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para nasabah yang terjerat dalam praktik pinjaman
online ilegal sering kali menemui diri mereka terperangkap dalam siklus hutang yang tak
berujung, dengan tingkat bunga yang melambung tinggi. Berdasarkan data kuesioner, 65%
responden mengalami tekanan finansial yang besar, dan 45% mengaku menghadapi metode
penagihan yang tidak bermoral. Data pribadi para nasabah juga rentan untuk dicuri dan
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan 38% responden
melaporkan bahwa data pribadi mereka telah disalahgunakan.

Metode penelitian kualitatif menunjukkan bahwa nasabah yang terlibat dalam pinjaman
online ilegal sering kali tidak menyadari sepenuhnya risiko yang terkait dengan layanan ini.
Wawancara mendalam dengan beberapa nasabah mengungkapkan bahwa kurangnya edukasi
dan literasi keuangan menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka rentan terhadap
praktik pinjaman ilegal. Salah satu responden menyatakan, "Saya tidak tahu bahwa bunga
pinjaman bisa naik setinggi ini. Mereka tidak menjelaskan dengan baik saat saya pertama kali
meminjam."
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Selain itu, analisis statistik dari data OJK menunjukkan bahwa sejak Februari 2023,
terdapat 3.193 pengaduan masyarakat terkait pinjaman online ilegal, dengan total nilai kerugian
mencapai lebih dari 7,2 miliar rupiah. Sekitar 1.057 situs pinjaman online ilegal telah diblokir oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan betapa
meluasnya masalah ini dan betapa perlunya regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang
lebih tegas.

Teori mengenai perlunya regulasi ketat dalam industri fintech untuk melindungi nasabah
dan menjaga stabilitas sistem keuangan diuji dengan membandingkan temuan penelitian dengan
prinsip-prinsip regulasi yang ada. Temuan penelitian mendukung teori ini dengan menunjukkan
bahwa regulasi yang ada saat ini masih belum cukup untuk mengekang penyebaran pinjaman
online ilegal. Kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat diakui oleh para ahli dan praktisi dalam
industri perbankan.

Teori pengawasan dan penegakan hukum serta edukasi keuangan juga terbukti relevan
dalam konteks ini. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan OJK, seperti
pemblokiran situs pinjaman ilegal dan kampanye edukasi keuangan, menunjukkan beberapa hasil
positif. Namun, efektivitas upaya ini masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar responden (55%)
merasa bahwa edukasi keuangan yang mereka terima masih belum memadai untuk melindungi
mereka dari risiko pinjaman ilegal.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan menjadi salah satu
dampak yang signifikan dari penyebaran pinjaman online ilegal. Berdasarkan wawancara dengan
pelaku industri, terungkap bahwa kehadiran praktik ilegal ini merusak citra industri keuangan
secara keseluruhan. Salah satu manajer bank menyatakan, "Praktik pinjaman online ilegal
membuat masyarakat meragukan integritas semua layanan keuangan, tidak hanya yang ilegal."

Selain itu, maraknya kredit macet yang disebabkan oleh penyebaran pinjaman online
ilegal juga mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tingkat kredit macet yang
tinggi tidak hanya merugikan bank-bank besar, tetapi juga institusi keuangan lainnya,
menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian. Data dari Bank Indonesia menunjukkan
peningkatan tingkat kredit macet sebesar 12% pada tahun 2023, yang sebagian besar disebabkan
oleh pinjaman online ilegal.

Reputasi industri fintech juga terkena dampak negatif akibat ulah dari pinjaman online
ilegal ini. Sebelumnya dihargai karena inovasinya yang bertanggung jawab, industri fintech
sekarang dihadapkan pada kekhawatiran akan praktik yang merugikan nasabah. Hal ini merusak
kepercayaan masyarakat terhadap inovasi-inovasi finansial digital yang sebenarnya bermanfaat,
menciptakan hambatan bagi pertumbuhan dan pengembangan industri fintech yang sehat dan
bertanggung jawab.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah secara konsisten melakukan
upaya penertiban dan pengawasan terhadap praktik pinjaman online ilegal. Langkah ini diambil
untuk menanggulangi penyebaran pinjol ilegal yang merugikan masyarakat dan mengganggu
stabilitas sistem keuangan. OJK terus melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelaku
ilegal, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam menangani masalah ini.

Selain itu, pemerintah juga gencar dalam penyusunan regulasi yang lebih ketat guna
melindungi nasabah dan mencegah praktik pinjaman ilegal. Regulasi yang lebih ketat diharapkan
dapat menjadi benteng bagi masyarakat dari praktik ilegal semacam ini, serta memberikan
hukuman yang tegas bagi pelaku pelanggaran. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas,
diharapkan dapat mengurangi ruang gerak para pelaku pinjaman ilegal untuk terus berkembang.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melalui edukasi dan literasi keuangan
kepada masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa pentingnya pemahaman yang baik mengenai
keuangan dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik pinjaman ilegal.
Melalui program-program edukasi dan literasi keuangan, masyarakat diharapkan dapat
memahami risiko dari pinjaman ilegal dan cara untuk menghindarinya. Dengan demikian, mereka
dapat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dan terhindar dari jebakan pinjaman ilegal
yang merugikan.
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KESIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan terhadap penyebaran pinjaman online ilegal dan dampaknya
terhadap industri perbankan dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa praktik ilegal ini
menimbulkan risiko finansial, keamanan, dan reputasi yang signifikan. Upaya penertiban,
pengawasan, penyusunan regulasi yang ketat, serta edukasi keuangan menjadi strategi penting
dalam menangani masalah ini secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri,
dan masyarakat dianggap krusial dalam membangun ekosistem fintech yang sehat dan dapat
dipercaya guna mencegah dampak jangka panjang yang merugikan bagi ekonomi digital di
Indonesia.

Diperlukan tindakan komprehensif dan sinergi dari semua pihak terkait untuk
memberantas praktik ilegal ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang
berkelanjutan serta inklusi keuangan yang lebih baik di Indonesia.
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